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TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH
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Abstrak

Judging from the root of the language, the word guardian comes from
Arabic which means protector, guarantor (someone’s life). While the word
‘guardianship”in Arabic is walayah (&N s). Whereas the word walayab is the
masdar form of the verb &N s\ &y which means it is close to. Mubammad
Abdub interpreted the verse that the man married himself and married the
women who surrendered their affairs to other people (quardians). Because a
woman cannot marry herself freely, but must be with a guardian. Because
marriage is a renewal of relatives (family) and affection between families in
association. It will not be perfect and the benefits will be achieved except with
the help or intercession of the guardian as well as the existence of the woman'’s
willingness and permission requirements frankly for the widow and in
silence as a requirement for a girl who is still embarrassed. Islam is a general
requirement of a guardian. Regarding the size of a religious guardian in
Indonesia there are several opinions. First, besides being acknowledged by
the person concerned, it was also recognized by the community, that he was
indeed Islam. Second, whoever pronounces the two sentences of the creed and
knows and believes in the truth - that is, there are no sayings and actions that
are contrary to his confession. Fourth, looking at other than believes with
the pillars of complete faith, they must also worship, especially praying and
fasting
Kata Kunci: wali nikah, adil, mukallaf, wali hakim

A. Pengertian Wali Nikah

Ditinjau dari akar bahasanya, kata wali berasal dari bahasa arab yang



Muhammad Lutfi Syarifuddin

artinya pelindung, pengampu, penanggung (hidup seseorang). Sedangkan
kata “perwalian” dalam bahasa arab adalah walayah (4,V¥). Sedangkan kata
walayah merupakan bentuk masdar dari kata kerja &Yy L dy yang artinya
adalah dekat dengan.!

Menurut Peunoh Daly bahwa wali adalah orang yang berhak dan berkuasa
untuk melaksanakan perbuatan hukum bagi orang yang berada di bawah
perwaliannya menurut ketentuan syari’at.”

Mengenai wali dalam pernikahan tidak ada ayat-ayat al-Qur’an yang secara
cksplisit menjelaskan tentangnya, namun ada beberapa ayat al-Qur’an tertentu
yang secara implisit menunjukkan adanya wali dalam pernikahan. Schingga
ayat tersebut dijadikan sebagai dasar hukum adanya wali dalam pernikahan
yaitu, firman Allah yang berbunyi:
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Artinya: ... dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan
wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman,...

Ayat tersebut ditujukan kepada wali supaya mereka tidak menikahkan
wanita-wanita muslim kepada orang-orang musyrik. Apabila wanita itu
mempunyai hak secara langsung untuk menikahkan dirinya tanpa wali,
maka tidak berarti kbitab ayat tersebut ditujukan kepada wali dan semestinya
ditujukan kepada wanita tersebut. Akan tetapi akad nikah adalah urusan wali,
maka larangan tersebut ditujukan kepada wali.

Muhammad Abduh menafsirkan ayat tersebut bahwa orang laki-laki
itu menikahkan dirinya dan menikahkan para wanita yang menyerahkan
urusannya terhadap orang lain (wali). Sebab secorang wanita tidak dapat
menikahkan dirinya secara bebas, tetapi harus dengan wali. Karena
perkawinan itu merupakan pembaharuan kerabat (keluarga) dan kasih sayang
antar keluarga dalam pergaulan. Hal itu tidak akan sempurna dan tercapai
manfaatnya kecuali dengan pertolongan atau perantaraan wali serta adanya
persyaratan kerelaan dan izin wanita secara terus terang bagi janda dan secara

* Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir, Cet. ke- 14 (Surabaya: Pustaka Progresif,
1997), hlm. 1582.

> Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, Cet. ke- 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm.
134.

3 Al-Baqarah (2):221.
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diam sebagai persyaratan scorang gadis yang masih diliputi rasa malu®. Al-
Qurtubi dalam tafsirnya mengemukakan bahwa ayat tersebut memang menjadi
dalil tentang wali®. Dan firman Allah yang berbunyi:
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Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya,
Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan
bakal suaminya[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan
cara yang ma'ruf,....

Dalam menafsirkan ayat tersebut khususnya pada ayat -» Jaa™6 Ibn al-
Arabi menafsirkannya dengan arti para wali sebagai mukbatabnya. Beliau juga
menjelaskan bahwa Allah melarang para wali menolak (enggan) menikahkan
anak gadisnya terhadap orang laki-laki yang disenangi. Ini adalah dalil yang
pasti bahwa seorang wanita tidak berhak menikahkan dirinya secara langsung
akan tetapi hak tersebut berada pada wali.”

Bahkan sangat tidak mungkin jika mukbatabnya adalah suami dalam
keadaan wanita itu telah habis masa ‘iddahnya, maka bekas suami tidak
mempunyai wewenang sedikitpun untuk mengatur bekas istrinya. Oleh karena
itu, menafsirkannya dengan arti para wali sebagai mukbatabnya adalah tepat.

Di samping ayat-ayat tersebut di atas, ada beberapa hadis yang menjelaskan
suatu perkawinan harus dengan wali yang penyebutannya secara eksplisit tegas
dan jelas. Di antaranya hadis Rusulallah SAW:

SdaN! CKN

Hadis tersebut menunjukkan adanya penafian (ketidakadaan) suatu
perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali. Penafian tersebut mengandung dua
arti. Arti pertama adalah substansi hukum (syari’ah), karena substansi yang ada
yakni gambaran pelaksanaan perjanjian (perkawinan) dilakukan tanpa wali
tidak sesuai dengan hukum syari’ah. Arti yang kedua adalah keabsahan hukum,

4 Muhammad Rasyid Ridha, Zafsir al-Manar (Mesir: Maktabah al-Qahirah, t.t.), IIT : 351.
5 Al-Qurtubi, Al-Jamiah al-Abkam al-Quran (Kairo: Dar al-Misriyah, 1967), IIL: 72.

¢ Al-Baqarah (2) : 232.

7 Ibn al-Arabi, Abkam al-Qurian (ttp: Isa al-Babi al-Halabi wa Syirkah, t.t.), II: 201.

8 At-Turmuzi dan Ibn Surah, Jami’ as-Sabib, 11: 407.
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maka suatu perkawinan yang dilakukan tanpa izin wali adalah batal’. Dalam
hadis lain dijelaskan, yaitu:

e Lol OB (bl L bl L33 Ll L6354y 11
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Suatu perkawinan yang dilakukan tanpa adanya izin wali adalah batal. Ini
menunjukkan segi dari materi hukum yang menyatakan bahwa perkawinan
tanpa wali adalah tidak sah. Kata “tanpa izin wali maka pernikahan itu batal”
tidak ada mafhum mukhalafabnya yaitu akad nikah dengan izin wali maka
nikahnya sah, karena dalam hadis tersebut telah diterangkan sebab terjadinya
pernikahan tanpa wali itu disebabkan adanya perselisihan antara wali dengan
wanitanya, jika terjadi demikian maka su/thanlah yang menjadi wali. Dengan
demikian tidak ada mafbum mukbalafabnya. Malahan yang ada adalah
mafhum muwafagahnya yaitu pernikahan tanpa izin wali disebabkan adanya
perselisihan dengan walinya, nikah tersebut hukumnya tidak sah, apalagi

dalam keadaan tidak ada perselisihan dengan walinya sudah semestinya akad
nikah tersebut tidak sah.!!

Pl 310 Y s A Y
Hadis tersebut jelas ditujukan kepada wanita agar tidak menikahkan
wanita lain. Hal tersebut menunjukkan adanya larangan bagi wanita sebagai
wali dalam pernikahan. Ketidakbolehan tersebut bukan hanya menikahkan
wanita lain, tetapi juga pada dirinya sendiri dalam melangsungkan perkawinan.

o Asy-Syaukani, Nail al-Autar (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa-Auladuhu, t.t.), VI: 135.

o Ae-Turmuzi, Sunan at-Turmuzi (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 121. Hadis ini diceritakan dari
Ibnu Abi Umar diceritakan dari Sofyan Ibnu ‘Umaiyah dari Ibnu Juraij dari Sulaiman Zuhri
dari Urwah dari Aisyah.

' Ibrahim Husain, Figh Perbandingan, Cet. ke-1 (Jakarta: Thya Ulumiddin, 1971), I: 106.

12 Al-Baihaqi, As-Sunan al-Kubra (ttp.: Dar al-Fikr, t.t.), VII: 106, hadis no: 1905, -“Abwab an-
Nikah,” “Bab La Nikaha Illa bi Waliyyin.” Hadis ini diceritakan oleh Abd ar-Rahman Ibn
Muhammad al-Maharibi, diceritakan oleh Abd as-Salam Ibn Harbi al-Malay dari Hisyam Ibn
Hasan dari Ibn Sirin dari Abu Hurairah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibn Majah, Sunan
al-Mustafa (tep: Dar al-Fikr, t.t.), I: 580-581. Hadis ini diceritakan oleh Jamil Ibn Hasan al-
‘Itah, diceritakan oleh Muhammad Ibn Marwan al-Aqili, diceritakan oleh Hisyam Ibn Hisan
dari Muhammad Ibn Sirin dari Abu Hurairah. Hadis no: 1905.
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B. Syarat-Syarat Wali Nikah

Salah satu dari rukun nikah adalah adanya wali, maka untuk sahnya suatu
perkawinan seorang wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan
oleh syari’ah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20 ayat (1) dinya-
takan bahwa “yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang
memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, ‘aqil dan balig” Di samping itu
banyak syarat-syarat yang dikemukakan oleh para ulama’ yang antara lain:

1. Muslim

Dalam suatu perkawinan seorang wali nikah harus beragama Islam. Jika
suatu perkawinan dilakukan oleh seorang wali yang tidak beragama Islam,
maka perkawinan tersebut tidak sah, bagi orang yang beragama Islam tidak
boleh menjadi wali nikah bagi orang yang tidak beragama Islam, begitu
juga sebaliknya seorang yang tidak beragama Islam tidak boleh menjadi

wali nikah bagi orang yang beragama Islam. Hal tersebut berdasarkan pada
firman Allah SWT:

P oSo P co Sw s or o0rr o0 ror 0bz0 SSor Suw s
B el e 0 3K A et )y Wl 6y S sz ..
Artinya: ...Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari

kiamat dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang
kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.

Di samping alasan ayat tersebut di atas, ada alasan lain supaya adanya
penyatuaan pandangan hidup dalam merealisasikan kebaikan. Apabila ada
penetapan perwaliaan orang non muslim bagi orang Islam, maka dapat me-
nimbulkan perasaan merendahkan terhadap orang Islam -ajaran Islam- dalam
pandangan non muslim'®. Di syari’atkannya sesama agama antara wali dengan
orang yang berada di bawah perwaliannya adalah untuk memberikan penjelas-
an (peringatan) kepada wali untuk mencari keuntungan (kebaikan) dan meng-
hindari munculnya cacat atau aib pada diri wanita.

Beragama Islam adalah syarat umum dari secorang wali. Mengenai ukuran
seorang wali itu beragama di Indonesia terdapat beberapa pendapat. Pertama,
selain diakui oleh yang bersangkutan juga diakui oleh masyarakat, bahwa ia

3 An-Nisa’ (4): 141.
4 Wahbah az-Zuhaili, 4l-Figh al-Islamiyyah wa Adillatubu (Damsyik: Dar al-Fikr, 1989), VII:
197.
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memang Islam. Kedua, barang siapa yang mengucapkan dua kalimah syahadat
serta tahu dan yakin akan kebenarannya -yakni tidak ada perkataan dan per-
buatannya yang bertentangan dengan pengakuannya itu.- Ketiga, pengucapan
dua kalimah syahadat itu saja tidaklah memadai tetapi harus beriman dengan
rukun yang lain. Keempat, memandang selain beriman dengan rukun iman se-
lengkapnya, juga harus melakukan ibadah terutama shalat dan puasa.’

2.  Mukallaf

Salah satu syarat wali nikah adalah mukallaf Seorang dapat dianggap se-
bagai mukallaf’ apabila ia berakal dan telah dewasa atau balig. Apabila salah
satunya tidak terpenuhi, maka ia tidak dianggap sebagai orang yang mukallaf.

Di antara syarat-syarat zukallaf yaitu berakal. Dengan kemampuaan akal
yang sempurna seorang akan dapat memahami perbuatan-perbuatan hukum
beserta akibatnya. Namun karena tanda-tanda kemampuan akal secara sem-
purna pada seseorang itu tidak nampak jelas, maka bukan hal yang mudah
untuk menentukan saat seseorang mulai memiliki kemampuaan akal dengan
sempurna. Dalam hal ini syara’ mengaitkan akal yang sempurna bagi seseorang
dengan ke-baligan-nya.

Bagi orang yang telah balig, namun ia tidak berakal, seperti orang gila atau
kurang sempurna kemampuan akalnya seperti anak kecil, atau dalam keadaan
tidak sadar sehingga tidak dapat menggunakan kemampuan akalnya, seperti
orang yang sedang tidur atau sedang mabuk, ia tidak dapat memahami perbu-
atan hukum beserta akibatnya, karena itulah orang-orang tersebut tidak dibe-
bani dengan ketentuaan-ketentuaan hukum syara’ Hal tersebut sesuai dengan

hadis Nabi SAW:

BP=Y U:«JJ«Q& AS,""M R Laa *&EL‘J\ R N éfﬂ\ é)
Pl Jan >
Termasuk orang yang digolongkan orang yang tidak memiliki akal secara
sempurna adalah orang pikun, karena ia dianggap telah rusak akalnya. Kemu-

dian bagi orang yang gilanya secara terputus-putus ada dua pendapat. Pertama,

orang gila tersebut dianggap sebagai orang gila yang penuh schingga hak ke-

*s Notosusanto, Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia, (Yogyakarra:
Yayasan Penerbit Gama, 1963), hlm 26-27.

' An-Nasa'i, Sunan an-Nasa’i, dalam “Bab at-Talag, Man La Yaqa' Talagah Min al-Azwaj.”
(Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, t.t.), V: 156. Hadis ini diriwayatkan olch ‘Aisyah.
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waliaannya gugur. Kedua, orang gila tersebut masih dianggap sebagai wali, jika
dalam keadaan sadar. Ia tidak boleh menjadi wali ketika dalam keadaan tidak
sadar. Kesadaran yang dianggap masih punya hak kewalian adalah kesadaran
dalam arti yang sesungguhnya, jika sadarnya masih ada penyakit gila walaupun
sedikit, tetap tidak punya hak kewalian.”

Dan syarat mukallaf yang kedua adalah balig. Balig merupakan
hal yang penting dalam perjalanan watak/karekter yang dilewati dalam
hidup manusia. Dari perpindahan masa kecil sampai masa dewasa. Dari
perpindahan menuju dewasa itu merupakan permulaan bagi orang yang
disebut mukallaf yang diletakkan tanggung jawab di atas pundaknya sama
dengan orang mukallaf lainnya yang memikul beban hukum (syari’ah) dan
pertanggungjawabannya.'®

Tanda-tanda mulai kedewasaan sescorang adalah apabila telah
mengluarkan sperma bagi laki-laki dan darah haid bagi perempuan. Apabila
terjadi keterlambatan perkembangan jasmaninya, sehingga pada usia yang
biasanya mengeluarkan sperma bagi laki-laki dan darah haid bagi perempuan
tetapi anak tersebut belum juga atau tidak mengluarkan tanda-tanda
kedewasaan itu, maka mulai periode balig dianggap secara yuridik (hukmi),
berdasarkan usia yang lazim seseorang mengluarkan tanda-tandanya."

Batas awal mulai balig secara yuridik adalah jika seseorang telah berusia
12 tahun bagi laki-laki dan usia 9 tahun bagi perempuan. Pembatasan
tersebut dapat berbeda-beda karena dipengaruhi oleh lingkungan yang ada.
Batas akhir ke-balig-an seseorang para ulama berbeda pendapat. Menurut
mazhab Maliki dan Abu Hanifah adalah pada usia 18 tahun®’. Hal tersebut
berdasarkan firman Allah:

oS 08 o o
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Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.
kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara

7 Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri (Beirut: Dar al-Thya’ al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t.), II: 192.
'8 Mustafa Ahmad az-Zarqa, Al-Figh al-Islami fi Saudan al-Jadid (Beirut: Dar al-Fikr, 1968),
hlm. 777.

9 Jbid., hlm.779.
20 Al-Quastalani, Irsyad as-Sari lisyarhi Sahib al-Bukhari ( Beirut: Dar al-Fikr, 1990), VI: 135.
2 An-Nisa’ (4): 6.
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harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

Ibnu Abbas menafsirkan ayat tersebut bahwa batas akhir ba/ig adalah usia
18 tahun.”> Menurut mazhab Syaf’i dan Hambali membatasinya dengan usia

15 tahun®. Pendapat ini berdasarkan hadis Nabi SAW.

oy %\5 L SJ,:@ G)‘ u\yﬁ} Jo | (-‘xwf(u’) ) d}w) d‘js" u\ F
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Ulama Malikiyah memberikan tanggapan terhadap hadis tersebut yang
menceritakan tentang Ibn Umar. Bahwa hadis tersebut bersifat kasus tak berla-
ku secara umum. Kemungkinan cerita tersebut adalah benar, karena ketika itu
Ibn Umar sudah pernah mimpi keluar sperma schingga diizinkan ikut perang.
Menurut pendapat yang lain bahwa pemberian izin yang dimaksud karena ada
alasan hukum dengan kemampuan berperang yang dimiliki oleh Ibn Umar se-
hingga Rasulullah memberi izin pada Ibn Umar dalam usia 15 tahun, karena
dalam usia tersebut dia dilihat sudah mampu untuk berperang. Sedangkan ke-
tika usia 14 tahun memohon untuk ikut perang namun tidak diizinkan karena

ia dilihat belum memiliki kemampuan untuk berperang.”

3. Adil

Adil merupakan syarat yang harus terpenuhi bagi orang yang menjadi wali
nikah. Maksud adil di sini adalah memegang teguh ajaran agama, dengan me-
lakukan segala kewajiban dan menghindari dari segala dosa besar seperti zina,
mabuk, durhaka pada orang tua dan lain sebagainya serta tidak melakukan dosa
kecil secara terus menerus. Menurut Imam asy-Syafi’i bahwa orang muslim yang
berhak menjadi wali adalah orang muslim yang adil, schingga orang muslim
yang fasiq tidak boleh menjadi wali. Pendapat tersebut didukung oleh mazhab
Hambali. Hal tersebut di dasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Ab-

bas yang berbunyi:
22 Al-Qastalani, Irsyad............ VI: 135.
23 Mustafa Ahmad az-Zarqa, Al-Figh al-Islami............. hlm. 779.

24 Al-Bukhari, Sahib al-Bukbari (tep.: Dar al-Fikr, 1981M/1401H), III: 45. “Kitab al-Maqazi,’
“Bab Gazwah al-Khandaq.” Hadis ini diceritakan oleh Yaqub Ibn Ibrahim, diceritakan Yahya
Ibn Sa’ad dari Abdullah dikhabarkan oleh Nafi’ dari Ibn Umar.

25 Al-Qastalani, Irsyad.......... VI:135.

124 An-Muha « Vol. 5, No. 1, Juli 2018



TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH
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Imam asy-Syafi’i mengartikan kata A% _» dengan arti adil. Berbeda dengan
mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, bahwa adil bukanlah syarat dalam
perwaliaan, baik itu wali orang yangadil atau orang yang fasiq dapat menikahkan
anaknya atau anak saudaranya. Karena ke-fasig-an itu tidak menghalangi adanya
kasih sayang dan pemeliharaan kebaikan bagi kerabatnya (keluarga). Sedangkan
kewenangan perwalian adalah bersifat umum. Sejak zaman Rasulullah hingga
sckarang belum ada perpindahan wali dengan terhalang untuk menikahkan
anaknya disebabkan orangnya fasig dan ini adalah pendapat yang rzjih. Alasan
yang mereka gunakan adalah firman Allah:

o A e 105 15,5 8 S sl u;u\, Ko GO,

o e 05 45

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan
hamba-hamba sabayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-
Nya) lagi Maha mengetahui.

Bahwa ayat tersebut menunjukkan bahwa mukbatab (orang yang diajak
bicara) adalah wali secara umum, bukan orang yang adil saja, akan tetapi terma-
suk di dalamnya orang fasiq serta kemampuan yang dihasilkan oleh daya pikir-
nya tidak tercela akibat sifat ke-fzsig-an orang tersebut.

4. Merdeka

Salah satu syarat wali adalah harus merdeka, karena orang yang berstatus
merdeka memiliki kekuasaan secara penuh terhadap dirinya untuk melakukan
tindakan hukum secara bebas tanpa ada ketergantungan dari pihak lain dan
dapat melakukan suatu perbuatan untuk orang lain atas namanya, karena ia di-
anggap telah sempurna dengan kemerdekaannya.

26 Ac-Turmuzi, Sarah Sahib at-Turmuzi (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyyah, t.t.), III: 2. “Kitab
an-Nikah,” “Bab Man Jaa La-Nikaha Illa bi Waliyyin.”

7 An-Nur (24) : 32.
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5. Laki-laki

Orang yang menjadi wali nikah harus laki-laki. Laki-lakinya harus jelas
dengan kata lain harus benar-benar seorang laki-laki, sehingga waria tidak
boleh menjadi wali apalagi seorang wanita jelas tidak bolehnya.

s S Y 3L SN Y
Berdasarkan hadis tersebut menunjukkan adanya larangan wanita untuk

menjadi wali baik bagi dirinya maupun bagi oranglain, dengan demikian orang

yang berhak menjadi wali nikah adalah orang laki-laki.
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Berdasarkan kedua ayat tersebut bahwa mukhatabnya kembali kepada
orang laki-laki bukan orang perempuan, sechingga wali nikah harus

orang laki-laki.

C. Macam-Macam Wali Nikah

Macam-macam wali nikah dalam perkawinan dibagi menjadi tiga, yaitu
wali menurut asal mulanya, menurut kekuasaannya dan menurut keberadaan-
nya di tempat.

1. 'Wali Menurut Asal Mulanya
Wali menurut asal mulanya ada dua yaitu:

a.  Wali Nasab
Wali nasab adalah orang yang berasal dari keluarga dari mempelai
wanita dan berhak menjadi wali. Urutan kedudukan kelompok yang
satu didahulukan dari kelompok yang lain berdasarkan erat tidaknya

2% Al-Baihaqi, As-Sunan al-Kubra (tep: Dar al-Fikr, t.t.), VIIL: 106, hadis no: 1905, -“Abwab an-
Nikah,” “Bab La Nikaha Illa bi Waliyyin.” Hadis ini diceritakan oleh Abd ar-Rahman Ibn
Muhammad al-Maharibi, diceritakan oleh Abd as-Salam Ibn Harbi al-Malay dari Hisyam Ibn
Hasan dari Ibn Sirin dari Abu Hurairah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibn Majah, Sunan
al-Mustafa (tep: Dar al-Fikr, t.t.), I: 580-581. Hadis ini diceritakan oleh Jamil Ibn Hasan al-
‘Itah, diceritakan oleh Muhammad Ibn Marwan al-Aqili, diceritakan oleh Hisyam Ibn Hisan
dari Muhammad Ibn Sirin dari Abu Hurairah. Hadis no: 1905.

2 An-Nur (24): 32.
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susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

1. Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni
ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

2. Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki kandung atau
saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

3. Kelompokketiga adalah kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-
laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.

4. Kelompok keempat adalah kelompok saudara laki-laki kandung
kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki
mereka.®

Adapun kelompok tersebut harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana

berikut:

(1) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang
yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak
menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan
calon mempelai wanita.

(2) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka
yang berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat
yang hanya seayah.

(3) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni
sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah,
mereka sama-samaberhak menjadiwalinikah, dengan mengutamakan
yang lebih tua dan memenuhi syarat wali.’!

b. Wali Hakim

Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah atau lemba-
ga masyarakat yang biasa disebut Ah/u al-Halli wa al-Agd; untuk menjadi
qadi dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu per-
nikahan. Dalam prakteknya wali hakim yang diangkat oleh pemerintah
pada saat ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Untuk dapat menggunakan wali hakim diperlukan beberapa syarat
antara lain:
1. Tidak punya wali nasab sama sckali karena mati.

3° Djama’an Nur, Figh Munakahat (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm: 65.
3* Ihid., hlm: 66.
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2. Wali gaib, wali yang berada di tempat yang jaraknya mencapai masu-
fat al-qasri.

3. Walinya di penjara.

4.  Walinya adal**

Dari segi penggunaannya istilah tentang wali 2da/ merupakan hal
yang baru, namun istilah tersebut sudah banyak dibicarakan dalam
kitab-kitab figh baik yang klasik maupun modern. Dalam al-Qur’an kata
adal disebutkan dalam ayat yang membahas tentang wali dan berbentuk
kata kerja, yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 232. Kalimat a6
dalam ayat tersebut merupakan fi'il nahi (menunjukkan larangan) yang
masdarnya adalah |asll, dari kata kerja Jae, |as, |Jae katainisecara
estimologi mempunyai arti menekan atau mempersempit.”* Sedangkan
secara terminologi berarti:

doly 5 op s el b 131G 2 e 3L W1 BT
34 wha&;\,«w

Wali yang merintangi atau menolak menikahkan anaknya dengan
laki-laki yang sepadan dan keduanya telah saling mencintai, wali seperti
ini termasuk yang dilarang oleh Allah. Hal demikian telah dijelaskan da-
lam al-Qur’an dan juga dapat mendatangkan kerusakan atau bahaya ter-
hadap anak perempuan atau laki-laki tersebut.

Jika secorang wali menolak menikahkan anaknya dengan laki-laki
yang sepadan dan mampu membayar mabar misil, maka wali tersebut di-
namakan wali 2dal. Seorang wali dapat dikatakan zdal, jika wali tersebut
memenuhi 3 kriteria, yaitu:

a. Whanita tersebut telah baliq dan berakal.

b. Wanita tersebut benar-benar menuntut untuk menikah dengan laki-
laki pilihannya.

c.  Laki-laki tersebut adalah sepadan.®

2 Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Figh ala-Mazahib al-Arbaah (Mesir: Al-Maktabah at-
Tijariyyah al-Kubra, 1969), I1I: 40.

33 Ahmad Warson Munawwir, Kamus.........., hlm. 941.
3¢ Wahbah az-Zuhaili, A-Figh .............. VII: 215.

35 Muhammad Syata ad-Dimyati, [anah at-Thalibin (ttp.: Dar al-Thya al-Kutub al-‘Arabiyah,
t.t.), hlm. 317.
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Dalam hal ini wanita dapat mengadukan perkaranya pada Pengadilan
Agama dan manakala Pengadilan Agama telah menetapkan atau
mengesahkan pengaduannya, maka yang berhak bertindak sebagai wali
atas perempuan tersebut adalah wali hakim.

Namun seorang hakim tidak boleh menikahkan wanita, jika wali
itu enggan menikahkan dengan laki-laki yang sepadan dan mampu
membayar mahbar misil berdasarkan ketentuan dan penilaian anaknya.
Hal tersebut disebabkan bahwa penilaian seorang wali lebih tinggi -teliti-
dibandingkan dengan penilaian anaknya.

Lain halnya jika wanita tersebut ingin dinikahkan dengan laki-laki
yang tidak sepadan dan tidak mampu membayar mahar misil atau ada
peminang lain yang lebih sesuai dan derajatnya lebih baik, maka keadaan
perwalian seperti ini tidak dinamakan dengan wali adal dan perwaliannya
tidak pindah ketangan orang lain atau kepada wali hakim, karena yang

demikian tidak disebut zdal.

2.  Wali Menurut Keberadaannya
Wali menurut keberadaannya ada dua yaitu Wali Aqrab dan Wali Abad.
Dalam pelaksanaan perkawinan, apabila masih ada wali aqrab dan
memenuhi syarat, maka wali abad tidak boleh mengawinkan wanita yang
bersangkutan. Apabila wali agrab tidak memenuhi syarat, maka hak kewalian

itu berpindah kepada wali abad.*

3.  Wali Menurut Kekuasaannya
Wali menurut kekuasaannya ada dua, yaitu:

a.  Wali Mujbir

adalah secorang wali yang berhak atau yang memiliki daya paksa
terhadap anak wanitanya yang akan dinikahkan. Adapun yang dimaksud
berlakunya mujbir yaitu seorang wali yang berhak mengakad nikahkan
orang yang di walikan kepadanya tanpa menanyakan pendapat wanita
terlebih dahulu.’” Sedangkan akadnya itu berlaku sah bagi orang yang
diwakilkan tanpa mempertimbangkan apakah ia rida atau tidak.

Adapun persyaratan wali mujbir adalah:

1. Tidak ada unsur permusuhan antara anak dan wali mujbir

3¢ Ibid, V1: 29-30. lihat juga Mahmud Yunus , Hukum Perkawinan .............. hlm: 61.
37 As-Sayyid Sabiq, Figh as-Sunnah (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II: 3.
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b.

2. Dinikahkan dengan laki-laki se-kufu

3. Perkawinan dilaksanakan dengan nilai mahar misil

4.  Antara calon suami dan istri tidak ada permusuhan.

Wali Gairu Mujbir

adalah wali yang tidak memiliki daya paksa tetapi ia memberikan

khiyar atau pilihan dan tidak memiliki hak mengakad nikahkan meski

itu suatu keharusan dan bagi wali tidak sah menikahkan tanpa izin dan

rida dari orang yang diwakilkan. Agama mengakui wali mujbir ini karena

memperhatikan kepentingan orang yang di bawah kewaliannya. Sebab

orang yang kehilangan kemampuannya tentu tidak dapat memikirkan

kemaslahatan dirinya

D. Urutan Wali Nikah

Adapun urutan wali nikah, sebagaimana kita ketahui dalam mazhab Syaft’i

terdapat sembilan macam yaitu:

1.

O © N AW R DN

Bapak, kalau bapak tidak ada atau tidak mampu menjadi wali, maka
yang menjadi penggantinya adalah kakek. Demikian juga seterusnya
menurut garis lurus atas.

Saudara laki-laki sekandung

Saudara laki-laki sebapak

Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung

Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak

Paman sekandung

Paman sebapak

Anak laki-laki paman sekandung

Anak laki-laki paman sebapak.”’

Dengan memperhatikan urutan dari para wali yang tersebut dalam maz-

hab Syaft’i, jelaslah bahwa perwaliaan perkawinan berada pada jalur @sabah
atau pihak nasab laki-laki.

Demikian urutan wali nikah bagi perempuan yang hendak melangsung-

kan pernikahan yang harus diakadnikahkan oleh wali garib (wali dekat, masih

mempunyai nasab), jika tidak ada, maka wali agrab (yang dekat sesuai urutan-

nya), jika tidak ada lagi, maka wali ba’id (jauh). Jika wali jauhpun tidak ada,

3% Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Figh,................... VI: 28.

39 Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, Cet. ke-S (Jakarta: Hidakarya Agung,
1975 M/1395 H), hlm: 55.
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maka sultanlah (penguasa) yang menjadi badal (pengganti) atas walinya. Ka-
laupun tidak ada semua wali yang telah disebutkan dan tidak ada hakim agama
atau Kepala Urusan Agama Islam pada suatu tempat, maka calon mempelai
wanita dan pria boleh mengangkat atau mengakui seorang laki-laki Islam seba-
gai wali untuk mengawinkannya. Tetapi laki-laki itu hendaknya seorang Muj-
tahid, paling tidak mempunyai sifat adil. Dengan adanya wali demikian, maka
dianggap sah akad nikah tersebut.”

Adapun jalur wali nikah menurut golongan Hanafiyah, oleh karena maz-
hab ini mengakui adanya jalur wanita, maka dalam hal ini jalur wali yang di-
maksud adalah:

1. Jalur nasab, meski adanya adalah perempuan

2. Zawil Arham

3. Sultan

4. Hakim, dalam hal tidak ada wali dari pihak nasab yang lain.*!

Sedangkan golongan Malikiyah, pada prinsipnya hampir sama dengan
golongan Syaft’i, hanya ditambah wasi’ dan pengasuh (mawali) wanita yang
bersangkutan (bila usahanya itu berlangsung beberapa bulan sesudah bapak
wanita itu meninggal dunia).”

Meski Imam Malik dan Imam asy-Syafi’i sependapat bahwa wali nikah ha-
rus berpangkal dari jalur bapak. Namun urutan nama-nama wali antara kedua
mazhab itu tidak sama. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama tentang urutan
wali, yaitu:

1. Urutan wali itu sudah ditentukan oleh hukum syara’

2. Urutan wali bukanlah ketentuan syara’

Bagi golongan yang berpendapat pertama, mengatakan bahwa kewaliaan
itu adalah hak wali semata. Kalau wali yang berhak (wali aqrab) memberi izin
kepada wali abad untuk melaksanakan akad nikah, maka pekerjaannya itu sah.
Tetapi kalau tidak mendapatkan izin dari wali agrab, maka akad pernikahan-
nya yang dilakukan oleh wali abad harus fasakh.

Sedang bagi golongan yang berpendapat kedua, mengatakan bahwa wali
abad boleh melaksanakan akad nikah wanita yang berada di bawah perwalian-
nya meski hadir di tempat akad nikah itu wali agrab.” Menurut mazhab Mali-

4 Peunoh Daly, Hukum Perkawinan................ hlm: 138.
4 Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Figh............... IV:29.
4 Ibid., hlm: 30.

4 Muhammad bin Ahmad bin Rusyd aI—Qu_rthuby, Bidayah al-Mujtabid, Alih bahasa M.A.
Abdurrahman dan Haris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa, 1990), I1: 378.
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ki, di samping wali-wali tersebut masih ada lagi wali yang disebut wali umum.
Maksud wali umum di sini adalah bahwa tiap-tiap orang muslim berhak men-
jadi wali, wali umum bisa hukumnya fardu kifayah. Menurut mazhab ini, wali
umum itu berlaku bagi perempuan daniyah (golongan wanita yang bermarta-
bat rendah) yang sudah tidak ada bapaknya dan tidak ada lagi ahli waris yang
lain, maka wanita yang demikian itu boleh menunjuk salah seorang laki-laki
muslim sebagai walinya untuk melaksanakan akad nikahnya.*

E. KESIMPULAN

Suatu perkawinan yang dilakukan tanpa adanya izin wali adalah batal. Ini
menunjukkan segi dari materi hukum yang menyatakan bahwa perkawinan
tanpa wali adalah tidak sah. Kata “tanpa izin wali maka pernikahan itu ba-
tal” tidak ada mafhum mukbalafabnya yaitu akad nikah dengan izin wali maka
nikahnya sah, karena dalam hadis tersebut telah diterangkan sebab terjadinya
pernikahan tanpa wali itu disebabkan adanya perselisihan antara wali dengan
wanitanya, jika terjadi demikian maka sultanlah yang menjadi wali.

Salah satu dari rukun nikah adalah adanya wali, maka untuk sahnya suatu
perkawinan seorang wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan
oleh syari’ah yaitu muslim, mukallaf, bisa berlaku adil, merdeka dan laki — laki.

Begitu juga dengan urutan wali nikah bagi perempuan yang hendak me-
langsungkan pernikahan yang harus diakadnikahkan oleh seorang wali qarib,
jika tidak ada, maka wali agrab, jika tidak ada lagi, maka wali ba’id. Jika wali
jauhpun tidak ada, maka sultanlah (penguasa) yang menjadi badal (pengganti)
atas walinya. Kalaupun tidak ada semua wali yang telah disebutkan dan tidak
ada hakim agama atau Kepala Urusan Agama Islam pada suatu tempat, maka
calon mempelai wanita dan pria boleh mengangkat atau mengakui seorang
laki-laki Islam sebagai wali untuk mengawinkannya.

44  Abd ar-Rahman al-Jaziri, Kitab al-Figh.............. VI:229.
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